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Abstract 
The author is interested in the decision regarding Child Custody which 
originated from the existence of divorce, so that when the verdict 
regarding divorce occurred indirectly it would be a matter of ḥaḍānah. 
With the Convention on the Rights of the Child (CRC) in which there is a 
problem of good principles for children, according to the authors it is 
interesting to study, using the best interest of child theory, how later the 
implementation of the Convention on Child Rights in a Child Custody 
decision and how later the judge in considering a case ḥaḍānah will refer 
to the principles of the CRC or not, besides using the Compilation of 
Islamic Law and the Marriage Law etc. This is the qualitative research 
based on descriptive analytic.  Research results that the application of the 
Convention on the Rights of the Child in the ḥaḍānah decision in the 
Sleman Religious Court is inseparable from seeing the condition of the 
child (whose willingness / comfort to live with, environment, education) 
all must see or refer to the child or the child's interests without exception. 
Abstrak  
Penulis tertarik dengan putusan mengenai Hak Asuh Anak yang bermula 
dari adanya percerain, sehingga ketika terjadinya putusan mengenai 
perceraian secara tidak langsung akan meyangkut masalah tentang 
ḥaḍānah. Dengan adanya Konvensi Hak Anak (KHA) yang di dalamnya 
terkandung masalah Prinsip-prisip kebaikan untuk anak, maka menurut 
penulis menarik untuk dikaji, menggunakan teori the best interest of 
child,bagaimana nanti penerapan Konvensi Hak Anak dalam suatu 
putusan Hak Asuh Anak dan bagaimana nantinya hakim dalam 
mempertimbangkan suatu perkara  ḥaḍānah akan mengacu pada prinsip-
prinsip KHA atau tidak, selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam 
dan UU perkawinan. Ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya 
Penerapan Kovensi Hak Anak  dalam putusan ḥaḍānah di Pengadilan 
Agama Sleman dengan memperhatikan kondisi anak 
(kemauan/kenyamanan si anak hidup dengan siapa, lingkungan, 
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pendidikan) semua harus melihat atau mengacu terhadap anak atau 
kepentingan anak tanpa terkecuali bagi anak yang belum mumayyiz]. 
Kata Kunci: Konvensi Hak Anak, Ḥaḍhanah, dan Putusan Pengadilan 
Agama. 
 
Pendahuluan  
Perceraian merupakan salah satu problem sosial yang menyangkut 
persoalan ḥaḍānah. Banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama. 
Misalnya, data nasional Pengadilan Agama tahun 2012 menunjukkan 
terdapat 10.131 kasus perceraian; tahun 2013 sebanyak 11.471 kasus; 
tahun 2014 terdapat 12.680 kasus; dan pada tahun 2015 terdapat 13.805 
kasus.
39
 Secara konsisten, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Jika dibandingkan dengan angka perceraian ini relatif kecil. Data 
menunjukkan terdapat 332.489 kasus cerai gugat dan sebanyak 133.971 
kasus cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama selama tahun 2015 di 
seluruh Indonesia. Total jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama 
selama tahun tersebut adalah 466.460 perkara.
40
 Artinya terdapat 1.277 
kasus perceraian per hari atau 53 kasus perceraian setiap satu jam. 
Angka tersebut di atas memang sangat kecil jika dibandingkan 
populasi penduduk Indonesia tetapi akan menjadi persoalan jika dikaitkan 
dengan masalah yang mungkin diakibatkan selanjutnya terutama tentang 
hak asuh anak. Misalnya, secara sederhana, diasumsikan setiap pasangan 
yang bercerai memiliki satu sampai dua anak, maka berpotensi sebanyak 
1.277 sampai 2.554 anak per hari yang akan mengalami broken home dan 
terancam disengketakan setelah atau bersamaan dengan perceraian orang 
tuannya. Merujuk data dari Kementerian Sosial, pada tahun 2015 saja ada 
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sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia, 5.900 anak diabaikan oleh 
orang tua, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar, 
dan 34.000 anak hidup di jalanan.
41
 Oleh karena itu, hulu masalahnya 
perlu diperhatikan, dalam hal ini adalah pengasuhan anak (ḥaḍānah). 
Timbulnya suatu percererain akan mengakibatkan beberapa 
masalah salah satunya adalah ḥaḍānah. Persoalannya, jika  perceraian  
terjadi, akan timbul suatu problem terkait hak asuh anak. Hal ini tidak 
jarang akan memicu terjadinya suatu perebutan anak. Oleh karena itu,  
dalam Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU 
No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa permohonan soal penguasaan anak, 
nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan 
bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak 
diucapkan.  
Disamping itu, gugatan perceraian yang dikabulkan akan 
memunculkan masalah-masalah lain seperti permasalahan pemeliharaan 
anak. Sebelum jatuhnya putusan mengenai pengasuhan anak yang nanti 
harus ikut ayah atau ibunya, hakim mempunyai pertimbangan mengenai 
pengasuhan anak tersebut harus ikut siapa. Dalam memutuskan suatu 
perkara  hakim mengacu pada KHI dan UU perkawinan No. 1 Thn 1974. 
Selain itu, tidak jarang, hakim juga menggunakan inpres, keputusan MK, 
yuresprudensi, dll, sebagai penguat ketika hakim memtutuskan suatu 
perkara dan  berijtihad bila mana dalam peraturan belum ada. 
Convention on the rights of the child (CRC) pada nantinya akan 
disingkat KHA (Konvensi Hak Anak) yang secara khusus membahas 
bagaimana hak-hak anak terpenuhi. Konvensi Hak Anak merupakan 
sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak. Selama 
periode dua tahun (1998-2009), empat amandemen dibuat untuk 
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 Detik, “Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar Di Indonesia,” news.detik.com, 2015. 
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konstitusi Indonesia (1945). Sejumlah Konvensi Internasioanl diratifikasi 
dan undang-undang tentang anak diberlakukan, termasuk undang-undang 
No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mencoba menerapkan 
prinsip KHA dalam negeri.
42
 Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak 
Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 
1990. Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 
yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak 
anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan 
perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan 
seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan 
pengabaian.
43
 
Pengadilan Agama sleman merupakan pengadilan tingkat pertama 
yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan perdata bagi mereka yang beragama Islam. Ketika 
terjadinya perebutan Hak Asuh Anak, tidak terlepas dari pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara paling adil bagi para pihak dan anak 
tersebut. Hakim juga perlu melihat dalam putusan tidak hanya mengacu 
kepada orang yang akan mengasuh tetapi harus juga melihat untuk 
kebaikan anak tersebut. 
Dalam kasus ini penulis memilih mengadakan penelitian di 
Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dengan kasus perceraian terbanyak 
di tahun 2018. Jumlah perkara perceraian yang ditangani mencapai 2.045 
kasus, penguasaan anak ada 23 kasus, dan pengesahan anak 3 kasus.
44
 
Asumsi terjadinya Hak Asuh Anak bermula dari adanya percerain 
sehingga ketika terjadinya putusan mengenai perceraian secara tidak 
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 Mark Fritzler and Dkk, Review Report The Implementation of Convention on The Right 
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langsung akan meyangkut masalah ḥaḍānah. Dengan adanya Konvensi 
Hak Anak (KHA) yang di dalamnya terkandung masalah prinsip-prisip 
kebaikan untuk anak. Oleh sebab itu terdapat dua pertanyaan yang perlu 
dikaji, yaitu: (1) bagaimana penerapan prinsip-prinsip Konvensi Hak 
Anak dalam putusan ḥaḍānah dan (2) bagaimana pertimbangan hakim 
dalam memutuskan ḥaḍānah di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta? 
Hak-hak Dasar Anak dalam Konvensi Hak Anak  
Manusia mempunyai hak asasi  yang diatur dalam perubahan 
Undang-undang 1945 yang tertuang di dalam Bab X. Hak-hak dasar anak 
yang termuat dalam KHA bisa dikelompokan menjadi 4 (empat) 
kategori:
45
 
1. Hak untuk kelangsungan hidup (survival right), yaitu hak-hak anak 
untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar 
kesehatan yang tinggi dan perawawatan sebaik-baiknya. Mengenai 
hak kelangsungan hidup diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 24 KHA. 
2. Hak untuk tumbuh kembang (development right) yang meliputi 
segala hak untuk mendapatkan pendidikan (formal dan nonformal) 
dan mendapatkan standar hidup yang layak bagi  perkembangan fisik, 
mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Mengenai hak untuk tumbuh 
kembang ini diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 KHA. 
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) yang 
meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan 
keterlantaran bagi anak-anak yang terlantar dan bagi anak-anak yang 
tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi. Mengenai hak 
perlindungan ini di bagi menjadi 3 kategori; 
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 UNICEF, Guide to The Convention on The Rights of The Child (Jakarta, n.d.). hlm. 4; 
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a. Pasal-pasal mengenai Larangan diskriminasi Anak Pasal 2, 7, 23, 
dan Pasal 30. 
b. Pasal-pasal mengenai Larangan Ekploatasi Anak Pasal 10, 11, 16, 
19, 20, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. 
c. Pasal-pasal mengenai krisis dan Keadaan Darurat Anak Pasal, 10, 
22, 25, 38, dan 39. 
4. Hak untuk berpartisipasi (participation right), meliputi hak-hak untuk 
menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. 
Hak partisipasi anak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut 
memberikan peran, dan bukan hanya pasif menerima dalam segala  
sesuatu hal yang menyangkut perkembangannya. Mengenai hak ini 
diatur dalam Pasal 12, 13 dan 15 KHA. 
Konvensi hak anak memiliki cara pandang yang berbeda antara 
satu sama lainya. Perbedaan itu terlihat dari caranya memperlakukan anak 
bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan secara paradoksal 
dengan orang dewasa. Melainkan anak diperlakukan sebagai suatu insan 
dengan segala hak-hak yang secara erat melekat pada diri anak sebagai 
makhluk manusia.
46
 Upaya untuk perlindungan anak perlu dilaksanakan 
mulai sedini mungkin, sejak dari janin dalam kandungan hingga anak 
berus 18 (delapan belas) tahun.
47
 Berdasarkan Konvensi Hak Anak  
terdapt 4 asas (empat prisip dasar) yang terkandung dalam konvensi, 
yakni:  
1. Prinsip nondiskriminasi 
Semua hak anak yang diakui dan terkadang dalam KHA harus 
diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada 
dalam Pasal 2 KHA, yakni:  
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―Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin 
hak-hak yang diterapkan dalam konvesi ini bagi setiap anak yang 
berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam 
bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan 
lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, 
cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak 
sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. 
2. Prinsip terbaik bagi anak (the best interest of the chlid) 
Bahwasanya dalam semua tindakan yang menyangkut mengenai 
anak tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau badan legislatif harus 
mengacu pada kepentingan anak (Pasal 3 ayat 1). 
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan (the rights 
to life, survival and development).  
Bahwa negara-negara peserta mengakui setiap anak yang 
mempunyai hak melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat1). Dijelaskan juga 
bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal 
kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat2). 
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of 
the child).  
Bahwasanya pendapat anak, terutama yang menyangkut hal-hal 
yang mempengaruhi kelangsungan kehidupanya perlu diperhatikan dalam 
setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat 1 
Konvensi Hak Anak.
48
 
Putusan Ḥadānah No: 438/PDT.G/2017/PA.SMN 
Perkara ini merupakan perkara perdata pada tingkat pertama yang 
diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sleman yang diajukan oleh 
Penggugat dan Tergugat dalam perkara cerai gugat dan persoalan Hak 
Asuh Anak (ḥaḍānah). Perkara ini diajukan oleh pihak ―Z‖ umur 37 
                                                          
48
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tahun, agama Islam, pendidikan terkahir S1, pekerjaan PNS, tempat 
tinggal di Dusun Sucen RT 003 RW 005 Desa Triharjo Kecamatan 
Sleman Kabupaten Sleman. Selanjutnya  disebut sebagai Penggugat 
melawan ―A‖ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terkahir S1, 
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sucen RT 003 RW 005 
Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut 
sebagai tergugat. 
Pengadilan Agama Sleman telah membaca dan mempelajari 
berkas perkara, setelah mendengar keterangan dari dua belah pihak dan 
saksi-saksi dalam persidangan. Menimbang bahwa gugatan yang diajukan 
oleh penggugat pada tanggal 24 Maret 2017 yang terdaftar pada 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register dengan Nomor: 
438/Pdt.G/2017//PA.SMN, dalam duduk perkaranya sebagai berikut: 
1. Bahwa tertanggal 6 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah 
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 753/14/XII/2003. 
Dalam duduk perkaranya Penggugat memohon kepada majelis 
Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 
menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang 
dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2003 putus karena 
perceraian dengan segala akibat hukumnya kemudian menetapkan 
mengenai 3 (tiga) hak asuh anak ―A‖ berusia 11 tahun, ―M‖berusia 
8,5 tahun, dan ―R‖ berusia 6,5 tahun berada dalam pengasuhan 
Penggugat yang merupakan ibu kandungnya. Serta menetapkan 
pemberian nafkah oleh Tergugat kepada anak ―A‖, ―M‖, dan ―R‖ 
sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). 
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Terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat 
memberikan jawaban  secara lisan di hadapan sidang tidak keberatan 
bila mana Hak Asuh Anak diasuh oleh Penggugat kecuali yang secara 
tegas telah diakui kebenaranya oleh Tergugat. 
2. Bahwa faktor pertama terjadinya percecokan dan perselisihan  
bermula sejak 2011 Tergugat menjalin hubungan khusus dengan 
wanita lain yang bernama ―R‖ sehingga Tergugat mulai bersikap 
tertutup, menjauh, melakukan kebohongan, dan sulit diajak 
berkomunikasi. Semenjak Desember 2012 tergugat telah diam-diam 
menikahi wanita bernama ―R‖ dan tinggal bersama di Apartemen 
Tower Akasia Kalibata City Jakarta. 
3. Bahwa pada tanggal 15 februari tergugat mengakui kepada penggugat 
bahwa telah menikah siri pada Desember 2012 sepulang Tergugat 
dan Penggugat dari beribadah haji. 
4. Bahwa pada 16 Februari 2015 Penggugat sudah mendatangi istri 
kedua Tergugat di Apartemen Tower Akasia Kalibata City Jakarta 
dan melihat anak pertama tergugat dengan isteri kedua dan bahwa 
isteri kedua sedang hamil anak kedua (dua). 
5. Bahwa pada bulan februari 2015, bapak ibu tergugat sudah 
dipertemukan dengan isteri ke-2 (dua) tergugat. 
6. Bahwa setelah pertemuan tersebut ibu Tergugat meminta Tergugat 
untuk kembali kepada keluarga, isteri, dan anak-anak di Yogyakarta 
dan memperbaiki keadaan keluarga di Yogyakarta namun Tergugat 
berniat tidak menceraikan salah satu isterinya. 
7. Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah 
berkomunikasi kepada ustadz secara sendiri-sendiri lalu bersama dan 
tidak didapatkan kata sepakat. 
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8. Bahwa pada 6 juni 2015 telah lahir anak ke-2 (dua) Tergugat dengan 
isteri ke-2 (dua). 
9. Bahwa 21 Agustus 2016 Penggugat, Tergugat, dan anak-anak dari 
pernikahan Penggugat dan Tergugat mengantarkan Tergugat ke 
bandara karena Tergugat hendak pulang ke Jakarta karena isteri ke-2 
(dua) melahirkan anak ke-3 (tiga). 
10. Bahwa dengan adanya pihak ke-3 (tiga) maka penantian selama 13 
tahun pernikahan Pengguagat untuk bisa hidup bersatu dengan 
Tergugat, mengasuh, merawat, dan membesarkan anak-anak bersama 
tidak bisa diwujudkan. 
11. Bahwa dengan adanya pihak ke-3 (tiga) menjadikan hilangnya 
komunikasi yang baik, keterbukaan, kejujuran, hubungan saling 
percaya, saling menghormati, dan saling menghargai antar suami dan 
isteri sesuai dengan ajaran Islam. 
12. Bahwa dengan pernikahan ke-2 (dua) yang dilakukan Tergugat 
dengan diam-diam tersebut, Tergugat sudah berlaku tidak adil kepada 
Penggugat dan kepada anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan 
Penggugat dan Tergugat. 
13. Bahwa atas pernikahan ke-2 (dua) yang dilakukan diam-diam 
tersebut, Penggugat tidak bisa menerima langkah tersebut beserta 
konsekuensi poligami yang harus diterima Penggugat dan Penggugat 
kesuliatan untuk menjalankan kewajiban isteri untuk taat kepada 
kepemimpinan suami. 
14. Bahwa mengingat anak-anak masih di bawah umur dan masih 
membutuhkan kasih sayang Ibu kandungnya maka mohon hak asuh 
anak yang bernama ―A‖, lahir 27 januari 2006/ usia 11 tahun, 
bernama ―M‖ lahir 30 oktober 2007/ usia 8,5 tahun, dan bernama 
―AR‖ lahir 13 november 2009/ usia 6,5 tahun ada pada Penggugat. 
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15. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung mempunyai penghasilan dan 
sanggup merawat anak-anak.  
16. Bahwa mengingat Tergugat sebagai bapak kandung dan mempunyai 
penghasilan perbulannya sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh 
Lima Juta Rupiah) maka Tergugat tetap memberikan nafkah kepada 
anak-anak yang besarannya mencapai Rp 9.000.000,-(Sembilan Juta 
Rupiah). 
17. Bahwa Penggugat sudah sabar untuk menunggu Tergugat kembali 
dan bersama memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat tanpa ada 
pihak ke-3 (tiga), namun sampai sekarang tidak terwujud dan rumah 
tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis. 
18. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah 
tangga dengan Tergugat seperti tuntunan dalam agama Islam oleh 
karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat. 
Penerapan Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam Putusan 
Ḥaḍānah 
Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi ini dan terbuka untuk 
penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 
tahun Deklarasi Hak-Hak Azasi Anak. Pada tanggal 2 September 1990 
setelah jumlah Negara yang meratifikasinya mencapai syarat samapai 
dengan Desember 2008. 193 negara telah meratifikasinya, meliputi 
keseluruhan Negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. 
Dan dua protokal tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000, 
dan  Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai 
Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-
Anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 
negara. Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan seorang anak 
sebagai umat manusia siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, 
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terkecuali apabila telah ditentukan oleh hukum Negara yang  
bersangkutan.
49
 KHA meliputi segenap hak secara tradisional melekat 
atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak sebagai anak yang 
memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam materi hukum 
yang mengatur tentang kepentingan hak-hak anak dalam pasal KHA 
terdapat 54 Pasal. 
Manusia mempunyai hak asasi yang diatur dalam perubahan 
Undang-undang 1945 terdapat di dalam Bab X. Hak- hak yang ada dalam 
KHA bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori,
50
 yaitu (1) Hak 
kelangsungan hidup, (2) Hak untuk tumbuh kembang, (3) Hak untuk 
mendapatkan perlindungan, dan (4) Hak untuk berpartisipasi. 
Dalam penerapan 4 (empat) kategori  Kovensi Hak Anak juga 
tidak lepas dengan prinsip-prinsip yang ada pada KHA tersebut, yakni (1) 
Prinsip non-diskriminasi, (2) Prinsip terbaik bagi anak (the best interest 
of the chlid), (3)Prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan, 
dan (4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the 
views of the child).  
Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman  
Bahwasanya gugatan Penggugat tehadap Tergugat mengenai 
masalah hak pengasuhan anak, Tergugat dalam jawaban secara lisan telah 
menyatakan di hadapan sidang  tidak keberatan. Dengan adanya 
keterangan dua orang saksi dan adanya bukti yang disampaikan 
Penggugat di hadapan persidangan  P.3, P.4, dan P.5 berupa akta 
kelahiran atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim 
menemukan fakta dalam persidangan  pada pokoknya sebagai berikut:  
                                                          
49
 “Konvensi Hak-Hak Anak,” wikipedia.org, n.d. 
50
 Makhrus, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. hlm. 33. 
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1. Bahwa anak yang bernama ―A‖, perempuan, lahir 27 Januari 2006, 
―M‖, laki-laki, lahir 30 Oktober 2007, dan ―AR‖, perempuan, lahir 13 
November 2009 adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat. 
2. Bahwa ketiga anak tersebut sejak awal dari kelahiran hingga 
perkara ini diputus tanggal 22 agustus 2017 adalah dalam asuhan 
Penggugat atas kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat 
dalam rangka membangun rumah tangga. 
3. Bahwa dalam selama asuhan Pengggugat ketiga anak tersebut 
sudah merasa nyaman karena sudah terbiasa bersama dengan 
Penggugat selaku ibu kandungnya. 
4. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut 
selama ini telah membuktikan sebagai ibu yang bertanggung 
jawab terhadap pengasuhan bagi ketiga anak tersebut, baik secara 
materi (finansial) maupun secara immateri, menyangkut 
kesehatan, pendidikan, dan mental spriritual bagi perkembangan 
anak tersebut. 
5. Bahwa Penggugat selama ini telah membuktikan sebagai 
seseorang ibu yang bertanggung jawab kepada tiga anaknya 
tersebut dan amanah bagi perkembangan masa depan anak 
tersebut. 
6. Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam 
jawabanya menyatakan secara lisan di hadapan sidang ―tidak 
keberatan‖. Oleh karena tidak ada satupun bukti yang dapat 
menggugurkan hak asuh Penggugat rekovensi maka majelis hakim 
berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu isyarat bahwa 
Penggugat menyanyangi dan layak untuk mengasuh anak tersebut. 
7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g 
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ―Pemeliharaan 
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anak atau ḥaḍānah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan 
mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.  
8. Menimbang bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 
menentukan: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari 
perkawinan yang sah”.  
9. Menimbang bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang 
belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya―. 
{Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 
30 Agustus 1983}. 
10. Menimbang bahwa ―Bila terjadi perceraian, anak yang masih di 
bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada 
orang terdekat dan akrab dengan si anakya itu ibu‖. 
{PutusanMahkamah Agung RINomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 
Agustus 2003}. 
11. Menimbang bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh 
mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan kebersihan 
anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar 
dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak 
tersebut. 
12. Menimbang bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya 
wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar 
dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta 
bahaya kerusakan. 
13. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang 
menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan 
bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan 
melindungi anak”. 
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14. Menimbang bahwa oleh karena secara yuridis ketiga anak tersebut 
belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan 
perceraian akan berdampak cukup besar pada kehidupan anak 
yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, 
sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan 
pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan 
fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa 
dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut 
masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu 
yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu 
memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan 
dengan syarat-syarat ḥaḍānah sebagaimana ditegaskan oleh 
seorang pakar Hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar,juz 2 
halaman 152 juncto kitab Al-Iqna‟ Fi Halli Al Fazhi Abi Syuja‟, 
juz 2, halaman 195 dan 196 yang diambil-alih sebagai 
pertimbangan sebagai berikut: 
 و نيدلا و ةيرلحا و لقعلا :عب س ةناضلحا طئار ش وة ناملأا و ةف علا   و
.تطقس طرش اه نم لت خا نإف . جوز  نم ولخ لا و ة ماقلإا 
Artinya: Syarat-syarat Ḥaḍānah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 
[waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam;  4. „Iffah;  5. Dapat 
dipercaya;  6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman 
dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami (belum menikah 
lagi). Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah 
hak ḥaḍānahnya itu. 
15.  Menimbang bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan 
mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, 
lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah 
ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan 
Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di 
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Indonesia, Penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat 
mengasuh satu orang anak tersebut dan diprioritaskan sebagai 
pengasuh (pemegang hak ḥaḍānah/hak pengasuhan) terhadap tiga 
orang anak tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan (tanggal 
22 agustus 2017) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, 
berdiri sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) demi 
kemaslahatan anak. Dan dalam wawancara dengan hakim 
Pengadilan Agama Sleman kepentingan terbaik bagi anak harus 
didahulukan. 
16.  Bahwa dalam hal Hak Asuh Anak yang harus dipertimbangkan 
adalah ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang  Nomor 1 
tahun 1974 jo. Pasal 156 KHI dihubungkan dengan ketentuan 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang pada 
pokoknya untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of 
child) harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya 
ataupun pihak ketiga lainnya. 
Penutup 
Berdasarkan  pemaparan yang penulis kemukakan di atas tentang 
penerapan Kovensi Hak Anak dalam putusan ḥaḍānah di Pengadilan 
Agama Sleman maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Kovensi Hak Anak  dalam putusan ḥaḍānah di Pengadilan 
Agama Sleman sejalan dengan hukum Islam, seperti halnya memakai 
syarat-syarat pengasuhan anak yang ada dalam Hukum Islam, untuk 
menentukan kepada si pengasuh layak atau tidak untuk dijadikan 
sebagai pengasuh. Bahwasanya dalam penerapan prinsip-prinsip KHA 
mengacu untuk kepentingan terbaik bagi anak, yang nantinya harus 
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melihat seperti halnya, untuk pendidikan anak, dan perkembangan 
anak. 
2. Bahwasanya hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai Hak 
Asuh Anak dalam Putusan 438/Pdt.G/2017/PA.SMN. karena ke 3 anak 
tersebut belum mumayyiz, dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a 
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
yang menentukanbahwa ―Orang tua berkewajiban dan 
bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan 
melindungi anak dan dalam Pasal 156 KHI dihubungkan dengan 
ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  yang 
pokoknya kepentingan terbaik bagi si anak (the best interest of child) 
harus didahulukan dan atau untuk kemaslahatan si anak. Jatuhnya 
pengasuhan kepada ibu karena menurut Hukum Islam yaitu antara lain; 
telah baligh, berakal sehat, sehat jasmani, dan rohani, amanah, 
merdeka, dan beragama Islam dan tidak ada tanda-tanda atau bukti 
bahwa ibu mempunyai sifat buruk dan suka menelantarkan anak-
anaknya sebagai mana yang di sebutkan dalan Pasal 29 ayat 1 UU 
Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 0 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 
sebagaimana yang telah diubah dengan UU Noomor 25 Tahun 2014 
dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. 
 
 
 
 
 
 
48 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Detik. ―Mensos: Ada 4,1 Juta Anak Terlantar Di Indonesia.‖ 
news.detik.com, 2015. 
Eddyono, Supriyadi W. Konvensi Hak Anak. Elsam, n.d. 
Fritzler, Mark, and Dkk. Review Report The Implementation of 
Convention on The Right of The Child in Indonesia 1997-2009. 
Jakarta Selatan: Save the Children, 2010. 
―Info Perkara.‖ Badilag.mahkamahagung.go.ig, 2017. 
Joni, and Muhammad. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam 
Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. 
―Konvensi Hak-Hak Anak.‖ wikipedia.org, n.d. 
Makhrus. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Ierpro 
Kreasindo, 2018. 
Manan, Bagir. Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 
1997. 
―No Titl.‖ pa-slemankab.go.id, 2018. 
UNICEF. Guide to The Convention on The Rights of The Child. Jakarta, 
n.d. 
 
 
